BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ITSBAT NIKAH MASSAL DI

PENGADILAN AGAMA (PA) SIDOARJO

1. Analisis prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah
memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah
dilandasi dengan itikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik
maka diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridhaan Allah dan
bernilai ibadah.

Bahwa perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara dapat
dijumpai pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan
kedua. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak
membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bila
dicermati bunyi pasal tersebut di atas adanya katakata "Melalui perkawinan yang
sah" hal ini mengisyaratkan adanya suatu ketentuaan dan syarat yang harus
dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. (Undang-Undang Dasar 1945 hasil
Amandemen).

Karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting,
sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan
adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya
peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga

yang ditunjuk dengan demikian
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pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa
Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti
yang sempurna dan mengikat (autentik)..

Pengadilan Agama sebagaimana peradilan lainnya mempunyai tugas utama atau
tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara
dan Pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau
belum ada. Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian
pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima,
memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat

nikah tersebut dikabulkan atau ditolak.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa dasar hukum hakim dalam
mengabulkan ~ permohonan  isbat nikah mengacu pada  ketentuan
perundangundangan sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk
perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang
terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut
peraturan- peraturan lama adalah sah”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974).
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Karena isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka jelaslah pasal
tersebut termasuk bagian dari dasar pijakan Isbat nikah yang menjadi
kewenanganPengadilan Agama.” 3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Pegawai Pencatat Nikah.

2.Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat

diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

3. Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974.!

'(Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam/ Direktorat Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Op.Cit.,139).
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Yang berhak mengajukan permohonan

Itsbat Nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikah, dan
pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu
Pasal-Pasal inilah diantaranya yang merupakan hukum normatif sebagai dasar
pijakan hakim dalam memutuskan suatu permohonan isbat nikah.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka terhadap
perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan bawah tangan yang terjadi
sebelum tahun 1974 atau sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu
sendiri, maka hal ini dapat dimaklumi karena memang belum ada aturan baku
yang mengaturnya secara menyeluruh yang berlaku secara nasional sehingga
Terhadap Perkawinan bawah tangan seperti ini maka merujuk pada ketentuan
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.

hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk
mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam
proses persidangan yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut
benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan
rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar
yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun

larangan menurut undang-undang.
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2. Analisis Kesesuaian Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama (PA)
Sidoarjo
Berdasarkan pendapat hakim di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan
kesesuaian dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim ketika mengabulkan
perkara itsbat nikah tersebut yaitu Menurut mejelis Hakim pertimbangan dasar
hukum dalam memeriksa dan
mengabulkan itsbat nikah tersebut diantaranya:

1. Alasan Maslahah mursalah artinya seorang hakim bersedia mengabulkan
perkara itsbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota
keluarga, Melihat anak sudah lahir yang tentu kedepannya akan ada
banyak kepentingan dari si anak yang sangat perlu dilindungi. Misalkan
seorang anak yang ingin masuk sekolah namun tidak mempunyai Akta
kelahiran, sedang untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah,
karena orang tuanya melakukan nikah sirri maka akhirnya mereka
mengitsbatkan nikah mereka demi anaknya. Dengan mengabulkan
permohonan dari pihak orang tua maka akta nikah akan terbit sehingga
kepentingan si anak kedepannya akan terlindungi oleh hukum. Hal inilah
yang menjadi dasar bagi seorang hakim mengabulkan Itsbat nikah.

2. Karena Nikah sirri bagi sebagian masyarakat daecrah merupakan sebuah
kebiasaan, dan seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang
dilimpahkan kepadanya sehingga diharuskan menggali hukum adat
setempat, hakim bukan corong Undang-undang, dalam hal ini hakim

berpedoman pada kaidah figh Al adah al muhakamah (adat merupakan
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sebuah hukum) dan dar’ul mafasyid magomu ala jalbul masholeh.
Walaupun oleh pernikahan sirri dilakukan oleh orang yang mampu
sekalipun.

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan dalam Pasal 7
ayat 3(e), “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. Tahun 1974” Pasal
ini juga yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo,
sebagai dasar mengabulkan itsbat nikah. Karena dalam pandangan
Majelis Hakim, Pasal tersebut merupakan bentuk antisipasi (cover)
terhadap fakta yang bisa saja terjadi bagi pasangan nikah sirri yang
sebenarnya melangsungkan nikah sirri bukan karena ketidak patuhan
terhadap Undang-Undang.

4. Selama pernikahan tersebut sah (sesuai rukun-syaratnya) menurut
syariah Islam maka ia dianggap tidak mempunyai halangan untuk
mengitsbatkan perkawinannya. 2

Untuk alasan nomor 3 diatas penulis mempunyai pandangan lain
terkait dengan Pasal 7 Ayat 3 (e) yang berbunyi, “Perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut UU No. 1 Tahun 1974”.

Menurut penulis sesungguhnya pasal ini berfungsi untuk
mennguatkan ayat-ayat sebelumnya seperti ayat 3a, 3b, 3c, 3d, menurut

penulis yang dimaksud dengan “mereka yang tidak mempunyai halangan

2KHI pasal 7 ayat 3
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perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974” yang dimaksud
“mempunyai halangan perkawinan™ disini adalah ketika ada seorang
pelaku nikah sirri yang menikah setelah Tahun 1974 kemudian
mengitsbatkan pernikahnya, maka hal ini sudah melanggar ketentuan
dari UU No. 1 Tahun 1974. Artinya jika sudah melanggar ketentuan
UUP, maka perkawinannya tidak boleh diitsbatkan.

Sedangkan menurut hakim pengadilan Agama Sidoarjo yang
dimaksud dengan kata “mempunyai halangan perkawinan” disini adalah
mawni’un nikah seperti saudara sepersusuan, sesama muhrim dan lain
sebagainya.’

Karena sudah jelas bahwa setelah terbitnya UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan terutama dalam pasal 2 ayat (2) yang
menjelaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.

Maka setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan
sehingga tidak ada lagi namanya penikahan sirri, sehingga seharusnya
seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara itsbat terhadap
pernikahan sirri yang dilakukan setelah tahun 1974.

Pada dasarnya hal ini merupakan dilema bagi Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sidoarjo, Karena disatu sisi harus tunduk pada
sebuah aturan perundangundangan, namun disatu sisi pula seorang

hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan umat.

SHadi z Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Sidoarjo , 18 September 2015.
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